
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-077.01-0/2019

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

DS:2294-9851-9640-0032

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No.  12 Tahun 2018 tentang APBN TA 20193.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 0771. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

077.01:2. UNIT ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

:3. PAGU Rp.539.645.401.000

(LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SATU RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.4.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.5.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.7.

A.N MENTERI KEUANGAN

NIP.196606111992021001

JAKARTA,  05 Desember 2018

ASKOLANI

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari1Halaman : 1

DS:2294-9851-9640-0032

A. IDENTITAS UNIT :

: 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI:2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.539.645.401.000

(LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SATU RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI 162.670.897

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI 10.623.581

06 Program Penanganan Perkara Konstitusi 336.280.945

07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 30.069.978

:

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara:2. SASARAN STRATEGIS 01

Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara: 02

Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusi: 03

Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya: 04

Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online: 05

Meningkatnya Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi: 06

Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi: 07

Meningkatnya Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK: 08

3. FUNGSI : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 539.645.401
0303 PEMBINAAN HUKUM 30.069.978
0304 PERADILAN 509.575.423

SUB FUNGSI :

SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH

JAKARTA,  05 Desember 2018

NIP 196501081990021001



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari1Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

077.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 162.670.897

Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel

Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administrasi MK

Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional

Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi

SASARAN PROGRAM

01 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTPOpini

02 Nilai Akuntabilitas Kinerja BBPredikat

01 Nilai Reformasi Birokrasi 85Nilai

02 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi 95%

03 Tingkat Penerapan e-Office 70%

04 Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan 90%

05 Tingkat Penerapan e-Court 70%

01 Indeks Pelayanan Administrasi Umum 75Skor

01 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai 100%

02 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai berskala Internasional 100%

03 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi 80%

01 Indeks Persepsi Media 70Skor

02 Tingkat Penyebaran Produk Informasi Mahkamah Konstitusi 100%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK 162.670.89701

OUTPUT PROGRAM

01 Opini BPK atas Laporan Keuangan OpiniWTP

INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari2Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

02 Nilai Akuntabilitas Kinerja NilaiBB

03 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai85

04 Persentase Penyerapan Anggaran %95

05 Tingkat Penerapan e-Office %70

06 Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan %90

07 Tingkat Penerapan e-Court %70

08 Indeks Pelayanan Administrasi Umum Skor75

09 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai %100

10 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Berskala Internasional %100

11 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi %80

12 Indeks Persepsi Media Skor70

13 Tingkat Penyebaran Produk Informasi Mahkamah Konstitusi %100

3366 KEGIATAN PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJASAMA, TU PIMPINAN DAN PROTOKOL, TU KEPANITERAAN
DAN RISALAH

17.468.273

Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Terselenggaranya Kegiatan Kehumasan yang Berkualitas

Tersedianya Informasi dan Dokumentasi tentang Mahkamah Konstitusi yang cepat, tepat, akurat
dan baik

SASARAN KEGIATAN

01 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan MOU/Statuta 50%

01 Tingkat Layanan Kehumasan 75Skor

02 Tingkat Persepsi Media terhadap Layanan MK 75%

02 Tingkat Penyebaran Produk Informasi kehumasan 75%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari3Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

3366.001 Terselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri
OUTPUT KEGIATAN

01 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan MOU/Statuta %50

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

2.400.000Kegiatan5

3366.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
OUTPUT KEGIATAN

01 Tingkat Layanan Kehumasan Skor75

02 Tingkat Penyebaran Produk Informasi Kehumasan %75

03 Tingkat Persepsi Media terhadap Layanan MK %75

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

1.599.200Layanan1

3366.964 Layanan Kerjasama Internasional
OUTPUT KEGIATAN

01 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan MOU/Statuta %50

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

13.469.073Layanan1

3367 KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN, EVALUASI, PENGAWASAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 62.057.410

Terwujudnya Layanan Perencanaan yang Berkualitas

Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat MK

Terwujudnya Budaya Integritas dan Anti Korupsi

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi

SASARAN KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari4Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

01 Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat
waktu

85%

02 Frekuensi Revisi DIPA 4kali

03 Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana 35%

01 Nilai Akuntabilitas Kinerja MK BBNilai

02 Persentase Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang di tindaklanjuti 80%

03 Jumlah Unit Kerja Eselon II yang menerapkan SAKIP sesuai dengan peraturan 3laporan

01 Opini BPK WTPOpini

02 Persentase Usulan Pengadaan Barang dan Jasa yang di Reviu Tepat Waktu 70%

01 Opini BPK WTPOpini

02 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi 95%

03 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan 95%

04 Tingkat Layanan Administrasi Keuangan 75Skor

01 Tingkat Maturitas SPIP 2,5Nilai

02 Tingkat Kapabilitas APIP 2Level

01 Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti 100%

02 Indeks Persepsi Kotupsi MK (range 1-5) 3Range

01 Nilai Reformasi Birokrasi 80Nilai

01 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 85%

02 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP 85%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

3367.952 Layanan Perencanaan
OUTPUT KEGIATAN

03 Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana %35

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

2.632.850Layanan1

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari5Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

01 Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja, dan anggaran tepat waktu %85

02 Frekuensi Revisi DIPA kali4

3367.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
OUTPUT KEGIATAN

02 Persentase Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang Ditindaklanjuti %80

01 Nilai Akuntabilitas Kinerja MK NilaiBB

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

310.000Layanan1

3367.955 Layanan Manajemen Keuangan
OUTPUT KEGIATAN

01 Opini BPK OpiniWTP

02 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi %95

03 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan %95

04 Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Skor75

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

157.982Layanan1

3367.965 Layanan Audit Internal
OUTPUT KEGIATAN

02 Persentase Usulan Pengadaan Barang dan Jasa yang Direviu Tepat Waktu %70

03 Persentase Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti %100

04 Indeks Persepsi Korupsi MK (Range 1-5) Range3

05 Nilai Akuntabilitas Kinerja MK NilaiBB

06 Jumlah Unit Kerja Eselon II yang Menerapkan SAKIP sesuai dengan Peraturan Laporan3

07 Tingkat Maturitas SPIP Nilai2,5

08 Tingkat Kapabilitas APIP Level2

09 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai80

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

682.100Layanan1

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari6Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

10 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK %85

11 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP %85

01 Opini BPK OpiniWTP

3367.994 Layanan Perkantoran
OUTPUT KEGIATAN

01 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx% %90

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

58.274.478Layanan1

3369 KEGIATAN PENGELOLAAN KERUMAHTANGGAAN, PENGADAAN, PERLENGKAPAN, ARSIP, DAN EKSPEDISI 73.109.666

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Perlengkapan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Arsip dan Ekspedisi

Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahtanggaan dan Pengamanan

Meningkatnya Efektifitas Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan

SASARAN KEGIATAN

01 Opini BPK WTPOpini

02 Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Perlengkapan dan BMN sesuai Standar
Sarpras Pelaksanaan Kerja

100%

01 Tingkat Kepuasan Layanan Arsip dan Ekspedisi 75Skor

02 Persentase Penggunaan e-office (Sipanda, SIKD, Sistem Informasi Pengelolaan Arsip, e-
Minutasi)

70%

01 Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan 75Skor

02 Tingkat Kepuasan Layanan Pengamanan 75Skor

03 Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Protokol 75Skor

01 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Persidangan 95%

02 Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan 75Skor

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari7Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

3369.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)
OUTPUT KEGIATAN

02 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RKBMN %95

03 Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Perlengkapan dan BMN sesuai Standar
Sarpras Pelaksanaan Kerja

%100

01 Persentase utilisasi aset K/L = xx % %80

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

217.859Layanan1

3369.962 Layanan Umum
OUTPUT KEGIATAN

02 Persentase Penggunaan e-Office (Sipanda, SIKD, Sistem Informasi Pengelolaan Arsip, e-
Minutasi)

%70

01 Tingkat Kepuasan Layanan Arsip dan Ekspedisi Skor75

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

447.010Layanan1

3369.994 Layanan Perkantoran
OUTPUT KEGIATAN

02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx% %90

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

72.444.797Layanan1

5238 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN, ADMINISTRASI HAKIM DAN KEPEGAWAIAN 10.035.548

Meningkatnya Manajemen Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang berkualitas

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM

SASARAN KEGIATAN

01 Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana 100%

02 Skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 80Skor

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari8Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

03 Persentase tersusunnya dokumen reformasi birokrasi 100%

01 Persentase tersusunnya pedoman pembinaan SDM 100%

02 Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM 100%

03 Persentase program Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi 80%

04 Persentase tersusunnya laporan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai 100%

05 Persentase tersusunnya laporan pembinaan SDM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekertariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

100%

5238.001 Layanan Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi
OUTPUT KEGIATAN

01 Persentase Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana %100

02 Skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Skor80

03 Persentase Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi %100

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

613.263Layanan1

5238.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
OUTPUT KEGIATAN

01 Persentase Tersusunnya Pedoman Pembinaan SDM %100

02 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM %100

03 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi %80

04 Persentase Tersusunnya Laporan Pengelolaan Administrasi Hakim dan Pegawai %100

05 Persentase Tersusunnya Laporan Pembinaan SDM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK

%100

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

9.422.285Layanan1

077.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI 10.623.581

Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel

SASARAN PROGRAM

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online

01 Tingkat Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan 60%

01 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Data dan Informasi Penanganan Perkara 70Skor

02 Persentase Downtime Layanan TIK 3%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Mahkamah Konstitusi 10.623.58101

OUTPUT PROGRAM

01 Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Peradilan
Konstitusi

%90

02 Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi %90

03 Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana %90

INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

3370 KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 10.623.581

Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Bersih dan Akuntabel

Meningkatnya Akses Seluas Mungkin Kepada Masyarakat terhadap Permohonan Proses
Perkara secara Online

SASARAN KEGIATAN

01 Persentase Penggunaan e-Procurement 60%

02 Persentase Pengadaan Barang dan Jasa sesuai rencana 92%

01 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Data dan Informasi Penanganan Perkara 70Skor

02 Persentase Downtime Layanan TIK 3%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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3370.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
OUTPUT KEGIATAN

03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit paket5

04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 paket1

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

10.623.581Layanan1

077.01.06 PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI 336.280.945

Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara

Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusi

Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi

Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Cepat, Transparan, dan Berintegritas

Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien

Meningkatnya Dukungan Substantif terhadap Penanganan Perkara

SASARAN PROGRAM

01 Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara 3Level

02 Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara 75%

01 Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus 80%

02 Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden 100%

03 Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 80%

04 Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden 100%

01 Tingkat Ketersediaan Peraturan Penanganan Perkara 100%

02 Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara 80%

01 Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan 90%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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02 Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya) 100%

01 Persentase Pelayanan Teknis Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi 90%

02 Persentase Pelayanan Administrasi Perkara dalam Penanganan Perkara Konstitusi 100%

03 Persentase Pelayanan Teknis Kegiatan Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi 96%

04 Persentase Pengolahan Data Perkara dan Putusan 90%

05 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan berperkara di Mahkamah Konstitusi 75Skor

01 Tingkat Penerapan e-Court 70%

01 Persentase Hasil Kajian Perkara 90%

02 Persentase Hasil Telaah Perkara 90%

03 Persentase Penyiapan Konsep Pendapat Hukum 90%

Putusan Mahkamah Konstitusi 336.280.94501

OUTPUT PROGRAM

01 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Skor90

02 Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus %70

03 Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus %100

INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

3372 KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PUU, SKLN, PHPU LEGISLATIF, PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PHPU GUBERNUR,
PHPU BUPATI, PHPU WALIKOTA DAN PERKARA LAINNYA

336.280.945

Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU
Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Meningkatnya Layanan Teknis dalam Penanganan Perkara Konstitusi (PUU,SKLN,PHPU
Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan
Wakil Presiden

Terwujudnya Dokumen Substantif Dukungan Pembahasan Putusan Perkara yang Relevan

Meningkatnya Kualitas Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi

SASARAN KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi

Tersedianya Peraturan yang Memudahkan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan
Konstitusi

Tersedianya Draft Naskah Akademik yang relevan

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Dalam Sistem Informasi Penanganan Perkar

Meningkatnya dukungan substantif terhadap penanganan perkara

Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara

Meningkatnya Penerapan e-Court Penanganan Perkara Konstitusi

01 Tingkat Ketersediaan Data Perkara dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara PUU, SKLN,
PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden

65%

02 Tingkat Akurasi Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara 90%

01 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Layanan Teknis Administrasi dan Registrasi Perkara dlm
Penanganan Perkara Konstitusi

4Laporan

02 Persentase Pemeriksaan Berkas Perkara yang Tepat Waktu 100%

03 Persentase Penerbitan Dokumen Kelengkapan Perkara yang Tepat Waktu 100%

04 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Layanan Teknis Peradilan dan Teknis Kegiatan Peradilan
dalam Penanganan Perkara Konstitusi

4Laporan

05 Persentase Penyusunan Dokumen Kelengkapan Persidangan yang Tepat Waktu 100%

06 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Teknis Pengelolaan Administrasi Perkara
dalam Penanganan Perkara Konstitusi

4Laporan

07 Persentase Tersusunnya Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Minutasi Berkas Perkara 100%

08 Persentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Perkara Pasca Putusan 80%

01 Persentase Jangka Waktu Layanan Pengajuan Permohonan Yang Tepat Waktu 90%

02 Persentase Jangka Waktu Registrasi Perkara yang Tepat Waktu 90%

03 Persentase Penyampaian Panggilan Sidang Pertama yang Tepat Waktu 100%

04 Penyampaian Salinan Permohonan yang Tepat Waktu 100%

05 Persentase Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan yang tepat waktu 100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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06 Persentase tersedianya penyiapan bahan konsep putusan 100%

07 Persentase penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu 100%

08 Persentase penyelesaian minutasi berkas perkara yang tepat waktu 100%

01 Persentase Hasil Kajian Perkara 85%

02 Persentase Hasil Telaah Perkara yang Telah Ditelaah 90%

03 Persentase Laporan Penyiapan Konsep Pendapat Hukum yang telah Disusun 90%

01 Persentase Kesesuaian Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi 80%

01 Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan
Kebijakan

90%

02 Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait
lainnya)

100%

01 Persentase tersusunnya draft peraturan penanganan perkara konstitusi 100%

01 Persentase Draft Naskah Akademik rancangan peraturan yang direview 70%

01 Persentase ketersedian data dan informasi dalam penanganan perkara berbasis elektronik 100%

02 Persentase Ketepatan Waktu Data dan Informasi yang diupload dalam Sistem Informasi
Penanganan Perkara

80%

01 Persentase tersusunnya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Putusan 50%

01 Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara 3Level

02 Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara 75%

01 Presentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik 70%

02 Presentase Penyempurnaan/Pengembangan Konten Sistem Informasi Penanganan Perkara
Konstitusi

70%

03 Presentase Dukungan Pusat Data yang memiliki kualitas Always ON 80%

04 Presentase Layanan User Support 80%

3372.001 Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus
OUTPUT KEGIATAN

02 Tingkat Akurasi Data dan Informasi dalam system Informasi Penanganan Perkara pada tahap %90

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

69.004.620Perkara90

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan

03 Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis administrasi dan registrasi perkara dalam
penanganan perkara konstitusi

Laporan4

04 Persentase pemeriksaan berkas perkara yang tepat waktu %100

05 Persentase penerbitan dokumen kelengkapan perkara yang tepat waktu %100

06 Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis peradilan dan teknis kegiatan peradilan dalam
penanganan perkara konstitusi

Laporan4

07 Persentase Penyusunan Dokumen Kelengkapan Persidangan yang tepat waktu %100

08 Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Layanan Teknis Pengelolaan Administrasi Perkara
dalam Penanganan perkara konstitusi

Laporan4

09 Persentase tersusunya Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Minutasi Berkas Perkara %100

10 Persentase penyusunan dokumen pengelolaan perkara pasca putusan %80

11 Persentase jangka waktu layanan pengajuan permohonan yang tepat waktu %90

12 Persentase jangka waktu registrasi perkara yang tepat waktu %90

13 Persentase Penyampaian Panggilan Sidang Pertama yang tepat waktu %100

14 Penyampaian Salinan Permohonan yang tepat waktu %100

15 Persentase Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan yang tepat waktu %100

16 Persentase tersedianya penyiapan bahan konsep putusan %100

17 Persentase penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu %100

18 Presentase penyelesaian minutasi berkas perkara yang tepat waktu %100

01 Tingkat Ketersediaan Data perkara dalam sistem informasi penanganan perkara PUU dan
Perkara lainnya pada tahap registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan

%65

3372.002 Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara
OUTPUT KEGIATAN

03 Persentase Laporan Penyiapan Konsep Pendapat Hukum yang telah Disusun %90

04 Persentase Kesesuaian Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi %80

01 Persentase Hasil Kajian Perkara %85

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

8.611.910Paket13

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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02 Persentase Hasil Telaah Perkara yang Telah Ditelaah %90

3372.004 Peraturan MK dan Petunjuk Teknis
OUTPUT KEGIATAN

02 Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait
lainnya)

%100

03 Persentase tersusunnya draft peraturan penanganan perkara konstitusi %100

04 Persentase Draft Naskah Akademik rancangan peraturan yang direview %70

05 Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara %80

01 Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan
Kebijakan

%90

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

606.920Dokumen2

3372.005 Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK
OUTPUT KEGIATAN

04 Persentase terselenggaranya pemberian layanan hukum %100

05 Persentase terselenggaranya layanan administrasi kepaniteraan %100

01 Persentase ketersedian data dan informasi dalam penanganan perkara berbasis elektronik %100

02 Persentase Ketepatan Waktu Data dan Informasi yang diupload dalam Sistem Informasi
Penanganan Perkara

%80

03 Persentase tersusunnya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Putusan %50

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

9.599.000Paket9

3372.006 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
OUTPUT KEGIATAN

01 Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara Level3

02 Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara %75

03 Presentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik %70

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

16.909.659Paket2

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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04 Presentase Penyempurnaan/Pengembangan Konten Sistem Informasi Penanganan Perkara
Konstitusi

%70

05 Presentase Dukungan Pusat Data yang memiliki kualitas Always ON %80

06 Presentase Layanan User Support %80

3372.007 Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus      [PN]
OUTPUT KEGIATAN

01 Tingkat Ketersediaan Data perkara dalam sistem informasi penanganan perkara PHPU
Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada tahap registrasi, persidangan, dan
pengelolaan perkara pasca putusan

%100

02 Tingkat Akurasi Data dan Informasi dalam system Informasi Penanganan Perkara pada tahap
registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan

%90

03 Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis administrasi dan registrasi perkara dalam
penanganan perkara konstitusi

laporan4

04 Persentase pemeriksaan berkas perkara yang tepat waktu %100

05 Persentase penerbitan dokumen kelengkapan perkara yang tepat waktu %100

06 Jumlah monitoring dan evaluasiLayanan teknis peradilan dan teknis kegiatan peradilan dalam
penanganan perkara konstitusi

laporan4

07 Persentase Penyusunan Dokumen Kelengkapan Persidangan yang tepat waktu %100

08 Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Layanan Teknis Pengelolaan Administrasi Perkara
dalam Penanganan perkara konstitusi

Laporan4

09 Persentase tersusunnya Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Minutasi Berkas Perkara %100

10 Persentase penyusunan dokumen pengelolaan perkara pasca putusan %80

11 Persentase jangka waktu layanan pengajuan permohonan yang tepat waktu %90

12 Persentase jangka waktu registrasi perkara yang tepat waktu %90

13 Persentase Penyampaian Panggilan Sidang Pertama yang tepat waktu %100

14 Penyampaian Salinan Permohonan yang tepat waktu %100

15 Persentase Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan yang tepat waktu %100

16 Persentase tersedianya penyiapan bahan konsep putusan %100

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

231.548.836Perkara302

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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17 Persentase penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu %100

18 Presentase penyelesaian minutasi berkas perkara yang tepat waktu %100

077.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA 30.069.978

Meningkatnya Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi

Meningkatnya Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK

SASARAN PROGRAM

01 Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 75Skor

02 Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 75Skor

01 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 75Skor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Peserta yang paham dan sadar konstitusi 30.069.97801

OUTPUT PROGRAM

01 Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Skor80

INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

3373 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SERTA DISEMINASI PERKARA KONSTITUSI DAN
PUTUSAN MK

30.069.978

Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK

SASARAN KEGIATAN

01 Indeks Pemahaman tentang Hak Konstitusional Warga Negara 75Skor

02 Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari18Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

03 Persentase tersusunnya laporan diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan
putusan Mahkamah Konstitusi

100%

01 Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Nilai Baik
(Indeks 3,25)

Nilai

02 Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara

100%

03 Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahanan Hak
Konstitusional Warga Negara

100%

01 Indeks Pemahaman Hukum Acara MK 75Skor

3373.001 Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara
OUTPUT KEGIATAN

01 Indeks Pemahaman tentang Hak Konstitusional Warga Negara Skor75

02 Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

%100

03 Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan NilaiNilai Baik
(Indeks 3,25)

04 Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara

%100

05 Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara

%100

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

14.247.900Kegiatan23

3373.002 Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK
OUTPUT KEGIATAN

01 Persentase Tersusunnya Laporan Diseminasi dan Publikasi Perkembangan Perkara Konstitusi
dan Putusan Mahkamah Konstitusi

%100

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

5.022.078Paket3

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

ALOKASI DANAVOLUME / SATUANKODE

DS:2294-9851-9640-0032

 dari19Halaman : 19

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT
TARGET / INDIKATOR

3373.003 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai
Politik/Akademisi/Penyelenggara Pemilu/Praktisi Hukum/Penyelenggara Negara      [PN]

OUTPUT KEGIATAN

01 Indeks Pemahaman Hukum Acara MK %75

02 Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Nilai Baik
(Indeks 3,25)

03 Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara

%100

04 Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara

%100

INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

10.800.000Kegiatan18

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. SEKRETARIS JENDERAL

NIP 196501081990021001
M. GUNTUR HAMZAH

JAKARTA,  05 Desember 2018



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Rp.539.645.401.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-077.01-0/2019DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SATU RIBU RUPIAH)

2Halaman :

DS:2294-9851-9640-0032

 dari1

077.01.01 104.396.419 058.274.478 00 162.670.897Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

01 DKI JAKARTA 58.274.478 104.396.419 0 0 0162.670.897

653910 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 58.274.478 104.396.419 0 0 0162.670.897KP

A00 RM 58.274.478 104.396.419 0 0 162.670.897 0

684.910Target Pendapatan

077.01.02 0 00 010.623.581 10.623.581Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

01 DKI JAKARTA 0 0 10.623.581 0 010.623.581

653910 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 0 0 10.623.581 0 010.623.581KP

A00 RM 0 0 10.623.581 0 10.623.581 0

077.01.06 335.640.945 00 0640.000 336.280.945Program Penanganan Perkara Konstitusi

01 DKI JAKARTA 0 335.640.945 640.000 0 0336.280.945

653910 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 0 335.640.945 640.000 0 0336.280.945KP

A00 RM 0 335.640.945 640.000 0 336.280.945 0

077.01.07 30.069.978 00 00 30.069.978Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

01 DKI JAKARTA 0 30.069.978 0 0 030.069.978

653910 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 0 30.069.978 0 0 030.069.978KP

A00 RM 0 30.069.978 0 0 30.069.978 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Rp.539.645.401.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-077.01-0/2019DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SATU RIBU RUPIAH)

2Halaman :

DS:2294-9851-9640-0032

 dari2

TOTAL 58.274.478 470.107.342 11.263.581 0 539.645.401 0

RM 58.274.478 470.107.342 11.263.581 0 539.645.401 0

684.910PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

SEKRETARIS JENDERAL
JAKARTA,  05 Desember 2018

NIP 196501081990021001
M. GUNTUR HAMZAH



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.539.645.401.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-077.01-0/2019DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SATU RIBU RUPIAH)

DS:2294-9851-9640-0032

077.01

077

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

 dari1Halaman : 1

077.01.011 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi RI

RENCANA PENARIKAN DANA 162.670.897 4.272.033 5.512.906 7.448.279 10.460.049 10.571.417 13.648.976 17.136.300 16.411.358 19.104.518 15.974.830 19.203.614 22.926.617

077.01.022 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Konstitusi RI

RENCANA PENARIKAN DANA 10.623.581 43.557 329.331 432.380 429.193 447.253 551.364 914.690 1.054.922 1.202.589 960.372 1.247.208 3.010.722

077.01.063 Program Penanganan Perkara Konstitusi

RENCANA PENARIKAN DANA 336.280.945 3.090.521 6.866.915 12.041.994 18.418.980 19.359.862 21.514.236 37.344.813 36.346.338 39.409.567 40.200.513 45.017.459 56.669.747

077.01.074 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

RENCANA PENARIKAN DANA 30.069.978 276.644 613.428 1.076.505 1.647.835 1.732.031 1.924.479 3.340.775 3.250.565 3.524.201 3.596.369 4.026.370 5.060.776

077.015

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 684.910 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.074

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 539.645.401 7.682.755 13.322.580 20.999.158 30.956.057 32.110.563 37.639.055 58.736.578 57.063.183 63.240.875 60.732.084 69.494.651 87.667.862

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 684.910 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.076 57.074

SEKRETARIS JENDERAL
JAKARTA,  05 Desember 2018

M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001


